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ABSTRAK 

 

Mudharabah merupakan kontrak antara dua pihak di mana 

pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan 

pihak kedua (mudharib) yakni pelaksana usaha, dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan. Perbankan syariah sebagai pelaku usaha, 

yaitu ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) sebagai pemilik 

modal. Namun, dalam sekejap status ini berubah, di mana perbankan 

berperan sebagai pemodal, ketika pihak perbankan berhadapan dengan 

pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan 

usahanya. Selain itu, perbankan syariah sama sekali tidak memiliki 

usaha riil dan perbankan tidak bersedia menanggung resiko kerugian 

apabila di dalam unit usaha yang dikelola oleh pelaku usaha 

mengalami suatu kerugian. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana 

penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP 

Kedaton Bandar Lampung. 2) Bagaimana pandangan Hukum 

Ekonomi Syariah tentang perbankan sebagai shahibul mal dalam 

penerapan mudharabah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) 

Jln. Teuku Umar Kedaton Bandar Lampung. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

bersifat deskriptif serta menggunakan metode berfikir metode berfikir 

induktif. Yaitu suatu metode berfikir induktif ini adalah fakta-fatkta 

yang sifatnya khusus atau peristiwaperistiwa yang konkrit, kemudian 

dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.  

Hasil menemukan penerapan akad mudharabah pada Bank 

Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung, memiliki 

beberapa prosedur yaitu: pertama, petugas layanan mitra (customer 

service) menjelaskan pembiayaan mudharabah kepada calon 

mudharib yang mengajukan permohonan pembiayaan. Kedua, petugas 

layanan akan mewawancarai calon mudharib. Ketiga, calon mudharib 

diminta mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan. 

Keempat, jika hasil survei yang dilakukan oleh petugas survei, maka 



 

 
iii 
 
 

terdapat salah satu keputusan dari 3 (tiga) opsi keputusan yaitu: 

disetujui, tertahan dan ditolak. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah 

tentang perbankan sebagai shahibul mal dalam penerapan 

mudharabah (studi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton 

Bandar Lampung), diketahui bahwa perbankan Syariah merupakan 

bank umum yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kepada masyarakat sebagai perantara keuangan. 

Fungsi tersebut merupakan salah satu bentuk menjalankan tugasnya 

sebagai perbankan dalam menghimpun serta mendistribusikan dalam 

bentuk pembiayaan. Status peran ganda tersebut juga sesuai dengan 

prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Di samping itu dalam 

penerapan akad mudharabah ini juga telah mengimplementasikan 

nilai-nilai hukum Islam 
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MOTTO 

 

كَانَ سَيِّدُناَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلَِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَاربَةًَ اِشْتَ رَطَ 
صَاحِبِوِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بوِِ بََْراً وَلاَ يَ نْزلُِ بوِِ وَادِياً وَلاَ يَشْتََِي بوِِ دَابَّةً عَلَي 

ذَاتَ كَبِدِ رَطْبَةٍ فإَِنْ فَ عَلَ ذَالِكَ ضَمِنَ فَ بَ لَغَ شَرْطوُُ رَسُوْلَ اللَّوِ صَلَّي 
راَنِ(  اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَأَجَازهَُ )رَوَاهُ الطَّب ْ

 

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak 

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli 

hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus 

menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu 

didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”  

(HR. Thabrani).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Sulaiman Bin Ahmad al-Thabrani, Al-Mu’jam al-Shaghir (Beirut: Al-

Maktab al-Islamiyyah, 2008), 191. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Perlu adanya uraian agar tidak mengalami disinterprestasi 

atau salah penafsiran mengenai skripsi ini, maka sebagai langkah 

awal akan dijelaskan secara rinci terhadap arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan isi skripsi ini. Skripsi ini 

berjudul “Praktik pembiayaan bagi hasil dalam Akad Mudharabah 

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus 

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar 

Lampung)”. 

1. Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam 

yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti 

prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), 

kemaslahatan (maslahah), universalisme (‘alamiyah), serta 

tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang 

haram, pengertian ini sebagaimana yang didefenisiakan dalam 

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah.
1
 Sedangkan Edy Wibowo mendefinisikan secara 

singkat, yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu 

kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis.
2
 

Berangkat dari dua pengertian yang telah disebutkan, 

secara singkat dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan 

                                                             
1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 
2 Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah? (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2005), 33. 
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kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah. 

2. Shahibul Mal adalah istilah lain dari Rabbul Mal, yaitu pihak 

yang memberikan dana atau pemilik dana dalam akad 

mudharabah.
3
 Sedangkan menurut Umar Chapra shahibul mal 

adalah pihak yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan 

bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur).
4
 

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan dua definisi di atas 

bahwa shahibul mal merupakan pihak yang memberikan dana atau 

pemilik dana yang dituangkan dalam akad kerjasama antara dua 

pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana 

(shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal (100%), 

sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). 

Keuntungan serta kerugian usaha yang didapatkan dari akad ini 

dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan 

biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). 

3. Mudharabah adalah ialah akad antara dua pihak (orang) saling 

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada 

pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah 

ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga 

dengan syarat-syarat tertentu.
5
 

Dari pengetian di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa akad mudharabah adalah bentuk kontrak kerja sama antara 

dua pihak, di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan 

mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua 

yang melaksanakan usaha dengan tujuan mendapatkan untung. 

Singkatnya, akad mudharabah yaitu persetujuan antara harta dari 

salah satu pihak dan kerja dari pihak lain. 

                                                             
3 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: 

Gema Insani Pers, 2001), 95. 
4 Neneng Nurhasanah, Mudharabah dalam Teori dan Praktik (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2015), 69. 
5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), 13. 
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4. Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan,
6
 di mana 

sesuatu itu dipandang dari sudut pandang tertentu untuk dapat 

diketahui atau untuk mengetahui sesuatu yang akan diamati. 

5. Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu disiplin ilmu hukum 

yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia 

berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan 

manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan 

dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi 

objek kegiatan ekonomi. 
7
 

Berdasarkan penegasan judul di atas, dapat disimpulkan 

bahwa seluruh bahasan serta kajian yang terdapat dalam skripsi ini 

ialah untuk menganalisis perbankan syariah sebagai shahibul mal 

dalam kegiatan transaksi mudharabah. Sebagai gambaran yang 

jelas untuk memahami situasi serta skema penerapan akad 

mudharabah ialah bahwa perbankan sebagai shahibul mal 

(pemodal) memberikan modal dengan jumlah tertentu kepada 

mudharib (pelaku usaha) dengan pembagian untung dan rugi yang 

telah ditentukan sebelumnya dengan ketentuan pemodal serta 

pelaku usaha sama-sama terjun dan melakukan kegiatan 

mudharabah tersebut. Melihat skema penerapan akad mudharabah 

di atas, perbankan tidak memiliki usaha riil dikarenakan perbankan 

hanyalah lembaga yang berperan sebagai penghimpun dan 

penyalur dana masyarakat. Selain itu perbankan sebagai pemberi 

modal tidak bersedia menanggung resiko kerugian apabila di 

dalam unit usaha yang dikelola oleh pelaku usaha mengalami suatu 

kerugian.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain 

untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia yang hidup di 

                                                             
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005),  864. 
7 Arifin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Jakarta: 

Pramuda Jakarta, 2008), 73. 
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dunia ini dituntut atau dipaksa oleh kebutuhan-kebutuhan guna 

melengkapi panggilan hidupnya, untuk melakukan semua itu 

mereka melakukannya dengan berbagi cara. Di antaranya dengan 

bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, 

nelayan dan sebagainya. Dari semua kegiatan usaha tersebut di 

antaranya juga meliputi transaksi bagi hasil (mudharabah).
8
 

Suatu yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada 

umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami 

bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari 

keuntungan.
9
 Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan 

usaha perdagangan atau usaha secara Islam, dituntut menggunakan 

tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana 

seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan dan 

usaha agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt di dunia dan 

akhirat.
 

Salah satu dari sekian banyak kegiatan transaksi muamalah 

yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah yang 

transaksi mudharabah. Menurut Karim, bahwa mudharabah 

merupakan sebagai bentuk kontrak antara dua pihak di mana pihak 

pertama berperan sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan 

mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak 

kedua (mudharib) yakni pelaksana usaha, dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan. Atau singkatnya mudharabah adalah 

persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja 

dari pihak lain.
10

  

Dasar hukum diperbolehkannya kegiatan mudharabah ini 

adalah sabda Nabi Muhammad saw yang melegalkan transaksi 

tersebut, sabda tersebut berbunyi: 

                                                             
8 Shalah Ash-Shawi dan Abdulah Al-Muslih, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam 

(Jakarta: Darul Haq, 2008), 25. 
9 Indriyono Gito Sudarmo, Pengantar Bisnis (Yogyakarta: BPEE, 2003), 3. 
10 Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), 79. 
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طلَِّبِ إِذَا 
ُ

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّوُ عَنْوُ قَالَ كَانَ سَيِّدُناَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الم
الَ مُضَارَبةًَ اشْتَ رَطَ عَلَى صَاحِبِوِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِوِ بََْرًا وَلَا يَ نْزِ 

َ
لَ بِوِ دَفَعَ الم

وَادِياً وَلَا يَشْتََِيَ بوِِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطبَْةٍ فَإِنْ فَ عَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَ بَ لَغَ شَرْطوُُ 
رَانِ(.  11رَسُوْلَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ  )رَوَاهُ الطَّب ْ

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, berkata ia: bahwa Sayyidina 

Abbas bin Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya sebagai 

mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak 

mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak 

membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia 

(mudharib) harus menanggung risikonya. Maka sampai 

persyaratan itu kepada Rasululah saw, dan beliau 

memperbolehkannya“ (HR. Thabrani). 

 

Akad mudharabah merupakan salah satu akad yang di 

dalamnya terdapat dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri 

untuk bertransaksi di dalamnya. Oleh karenanya rukun, syarat serta 

ketentuannya pun secara rinci diatur dalam dalam buku-buku fikih 

muamalah, aturan tersebut bertujuan untuk menjaga hak dan 

kewajiban para pihak-pihak yang bersangkutan.  

Pada era sekarang, pemodal dan pelaku usaha tidak hanya 

terbatas pada perseorangan (individual) saja, namun pemodal dan 

pelaku usaha sudah berbentuk lembaga atau badan usaha sebagai 

contoh, koperasi dan perbankan. Sebagai gambaran yang jelas 

untuk memahami situasi serta skema penerapan akad mudharabah 

ialah bahwa perbankan memberikan modal dengan jumlah tertentu 

kepada pelaku usaha dengan pembagian untung dan rugi yang telah 

ditentukan sebelumnya dengan ketentuan pemodal serta pelaku 

usaha sama-sama terjun dan melakukan kegiatan mudharabah 

tersebut.  

Salah satu ketentuan yang penulis fokuskan dalam 

penelitian ini adalah perbankan sebagai shahibul mal (pemilik 

                                                             
11 Muhammad bin „Ali al-Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar 

(Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004), 300. 
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modal) terkait dengan transaksi ini. Karena apabila dilihat dari 

sumber dana yang dimiliki perbankan adalah dana nasabah lain 

yang dihimpun sebagai simpanan atau tabungan, walaupun tujuan 

dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan 

dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan 

(financial instruments) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

dan norma-norma syariah. Dalam hal ini perbankan syariah lebih 

kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi 

nasabahnya. Selain itu perbankan memainakan peran ganda yang 

saling bertentangan, untuk mempermudah memahami pernyataan 

ini, dapat dilihat dari skema di bawah ini: 

 

Gambar 1: Skema Peran Perbankan Syariah 

Salah satu contoh perbankan syariah yang bergerak di 

bidang pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang 

beralamat di KCP Kedaton Bandar Lampung. Salah satu produk 

pembiayaan yang saat ini diminati sebagaian besar nasabah adalah 

pembiayaan mudharabah. Namun, perbankan syariah tersebut 

dalam melakukan pembiayaan mudharabah tersebut berstatus 

ganda, di mana perbankan syariah akan menjadi sebagai pelaku 

usaha, ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) sebagai 

pemilik modal. Namun, dalam sekejap status ini berubah, di mana 

perbankan berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan 

berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk 

mengembangkan usahanya. 

Tidak hanya itu, dalam pengertian kegiatan mudharabah 

adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana 
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pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 

dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini 

menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dan 

keahlian dari pengelola modal. Dan terlihat bahwa perbankan 

syariah sama sekali tidak memiliki  

usaha riil dan perbankan tidak bersedia menanggung resiko 

kerugian apabila di dalam unit usaha yang dikelola oleh pelaku 

usaha mengalami suatu kerugian.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut. Karena terdapat ketidaksesuaian antara 

praktik yang terjadi dengan aturan atau kententuan yang berlaku. 

Oleh karenanya, penelitian ini diharapakan dapat menghasilkan 

sebuah jawaban bagi masyarakat sehingga permasalahan ini tidak 

menjadi pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Maka penulis 

menuangkan penelitian ini dalam sebuah judul  “Praktik 

Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah ditinjau dari 

prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus 

1. Fokus 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat 

diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang 

terjadi dalam transaksi akad mudharabah yang sering terjadi 

di perbankan syariah, permasalahan tersebut merupakan fokus 

dalam penelitian ini.  

Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:  

a. Terdapat dualisme status, di mana perbankan syariah 

sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan 

nasabah (kreditur) sebagai pemilik modal. Namun, dalam 

sekejap status ini berubah, di mana perbankan berperan 

sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan 

dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk 

mengembangkan usahanya. 
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b. Dalam teori, antara pemodal (shahibul mal) dan pengelola 

modal (mudharib) bekerja   sama   untuk   melakukan   suatu   

unit   usaha.   Di  mana  pemilk  modal  mempercayakan 

sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian 

pembagian keuntungan. Namun, dalam praktiknya, 

perbankan syariah sebagai pemiliki modal tidak sama sekali 

memiliki usaha riil dalam arti tidak ikut serta dalam unit 

kegiatan usaha tersebut, melainkan berperan sebagai 

pengawas kegiatan usaha semata. 

2. Sub Fokus 

Berdasarkan fokus permasalah di atas, perlu diuraikan 

sub fokus dalam penelitian ini, guna untuk memperjelas 

permasalahan yang ingin diteliti agar lebih terfokus dan 

mendalam. Di mana dalam penelitian ini ialah meneliti dan 

menanalisis bagaimana penerapan akad mudharabah pada 

sektor perbankan syari‟ah serta bagaimana pandangan Hukum 

Ekonomi Syariah tentang perbankan sebagai shahibul mal 

dalam penerapan mudharabah yang terjadi di Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian terkait dengan permasalahan di 

atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis 

menarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah 

Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang 

perbankan sebagai shahibul mal dalam penerapan mudharabah 

yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton 

Bandar Lampung? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian merupakan maksud diadakannya 

suatu penelitian dan sebagai tujuan akhir dari suatu permasalahan 

dan persoalan. Dan tujuan dalam penelitian ini secara rinci adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada Bank 

Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang 

perbankan sebagai shahibul mal dalam penerapan mudharabah 

yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton 

Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

1. Informasi ilmiah dalam bidang hukum Islam khususnya pada 

bidang Hukum Ekonomi Syariah. 

2. Menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman peneliti 

khususnya yang berhubungan dengan penerapan akad 

mudharabah di perbankan syariah. 

3. Menambah wawasan bagi masyarakat dan dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti mahasiswa ataupun mahasiswi yang akan 

meneliti tentang mudharabah. 

 

G. Kajian Penelitian Dahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui bagaimana 

metode penelitian dan hasil-hasil peneleitian yang dilakukan. 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur peneliti untuk 

menulis dan menganalisis suatu penelitian. Tujuan penelitian 

terdahulu sendiri guna mengetahui langkah penulis salah atau 

benar. 

Sejumlah penelitian dengan bahasan tentang Hukum 

Ekonomi Syari‟ah telah dikaji dan dibahas, baik mengkaji secara 
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spesifik topik tersebut ataupun yang mengkajinya secara umum 

yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari kesamaan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, penulis membandingkan beberapa penelitian yang ada 

antara penulis dengan penulis sebelumnya. Berikut ini adalah 

tinjauan umum atas sebagian karya-karya tersebut: 

1. Maskon, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo 

Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad 

Mudharabah serta Dampaknya Terhadap Produk 

Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang 

Semarang”. Hasil pengamatan penulis bahwa proses penerapan 

akad mudharabah pada produk penghimpunan dana di BSB 

hanya diterapkan pada produk tabungan dan deposito serta 

keunggulan yang terdapat pada produk-produk yang 

menggunakan akad mudharabah pada dasarnya adalah untuk 

memudahkan nasabah untuk bertransaksi dan produk-produk 

tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Dalam 

produk yang menggunakan akad mudharabah terdapat faktor-

faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukung tersebut 

di antaranya adanya prinsip syariah Islam yang dijadikan acuan 

BSB untuk menerapkan system bagi hasil pada semua 

produknya terutama pada produk tabungan dan deposito, 

adanya sarana prasarana dalam perusahaan yang cukup lengkap. 

Sedangkan faktor penghambat di antaranya adalah kurangnya 

sosialisasi mengenai keberadaan BSB itu sendiri.
12

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang 

penulis teliti adalah ialah implementasi pembiayaan mudharabah 

lebih kepada tabungan dan deposito saja. Bila dilihat dari transaksi 

ini status perbankan adalah sebagai pengelola modal dan pemberi 

modal merupakan nasabah (kreditur). Sedangkan dalam penelitian 

ini meneliti tentang status perbankan dalam transaksi mudharabah 

sebagai shahibul mal. 

                                                             
12 Maskon, Implementasi Akad Mudharabah serta Dampaknya Terhadap 

Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang, “Skripsi” 

(Semarang: UIN Walisongo, 2018). 
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2. Fety Fatul Fatimah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Tulung Agung “Analisis Penerapan Akad Mudharabah 

Pada Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Cabang 

Pembantu Syariah Blitar”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa, praktik akad mudharabah pada 

pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Cabang Pembantu 

Syariah Blitar selain menggunakan aturan Islam juga terdapat 

kebijakan tersendiri dari pihak yang membuat satu atau dua hal 

dari pembiayan modal kerja belum sepenuhnya sesuai dengan 

aturan syariah. Serta, pengawasan untuk pembiayaan modal 

kerja dilakukan dengan sistem monitoring secara berkala dan 

jika terdapat suatu masalah dapat diselesaikan menurut aturan 

perbankan. Dan terakhir ialah, kontribusi yang dilakukan 

memberikan dampak baik yakni peningkatan perekonomian 

nasabah.
13

 

Perbedaan dalam penelitian ini tampak pada hasil 

penelitian, dalam penelitian terdahulu hanya menjelaskan 

bagaimana implementasi akad mudharabah, baik dari segi 

penyerahan modal, kebijakan tersendiri sampai permasalahan 

monitoring. Lain hal dengan penelitian ini yang lebih 

memfokuskan pada status perbankan syariah sebagai pemodal yang 

tidak memiliki usaha yang riil yang hanya memberikan modal dan 

mempercayakan kepada pengelola modal secara penuh. 

3. Ruslan Abubakar, mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang, dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Akad 

Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi pada Bank 

Muamalat Indonesia Cabang Malang)”. Hasil dari penelitian ini 

di bank Muamalat Indonesia cabang Malang, secara umum 

menunjukan bahwa pemberian pembiayaan mudharabah di 

Bank Muamalat Indonesia cabang Malang cenderung pada hal-

hal yang bersifat konsumtif, dengan usaha seperti koperasi, 

sedangkan masalah agunan atau jaminan tetap diberlakukan tapi 

berupa cash atau hak tagih dari nasabah koperasi dan kriteria 

                                                             
13 Fety Fatul Fatimah, Implementasi Akad Mudharabah serta Dampaknya 

Terhadap Produk Penghimpunan Dana di Bank Syariah Bukopin Cabang Semarang, 

“Skripsi”, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2019). 
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koperasi yang menjalin kerjasama dengan bank Muamalat 

Indonesia cabang Malang dengan syarat sudah didirikan 

minimal 2 tahun dan sudah melakukan rapat anggota tahunan 

sebanyak 2 kali dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
14

 

Dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa pembiayaan 

mudharabah cenderung pada hal-hal yang bersifat konsumtif 

dengan melihat status pengelola modal yang berkriteria sebagai 

badan hukum dan memiliki kekuatan hukum yang pasti. Berbeda 

dengan penelitian ini yang mengarah pada pembiayaan produktif, 

di mana orientasi dalam akad ini adalah usaha yang riil. Selain itu 

penelitian ini lebih melihat sisi perbankan yang terkadang sebagai 

pengelola modal dan terkadang menjadi pemberi modal. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, 

sehingga penelitian bisa dianggap valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional. 

1. Jenis Penelitian 

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan (field research), penelitian lapangan adalah penelitian 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 

lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi.
15

 Dari berbagai informasi yang berkaitan, dari 

buku-buku yang membahas tentang transaksi mudharabah serta 

penerapannya di perbankan syariah yang terjadi di Bank 

Syariah Indonesia (BSI) Jln. Teuku Umar Kedaton Bandar 

Lampung. 

 

                                                             
14 Ruslan Abubakar, Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah 

(Studi pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang) “Skripsi” (Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang, 2018). 
15 Syahri, Pokok-Pokok Antropologi Budaya (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia 2006), 50-51. 
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat 

mengambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan 

peristiwa.
16

 Dalam hal ini untuk mengetahui masalah terkait 

status perbankan syariah sebagai shahibul mal dalam akad 

mudharabah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KCP Kedaton Bandar Lampung. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi 

langsung dalam penelitian.
17

 Data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu hasil dari 

wawancara oleh management Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KCP Kedaton Bandar Lampung maupun wawancara dengan 

nasabah yang pernah bertansaksi mudharabah pada bank 

tersebut. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui 

pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitinya.
18

 

Data sekunder bersumber dari beberapa sumber yang releven 

dengan penelitian yang dilakukan, antara lain bahan-bahan 

bacaan, dokumentasi, gambar, dan pengamatan secara 

langsung.
19

 Selain itu, peneliti bisa mendapatkan berbagai 

data sekunder dengan memanfaatkan sumber publikasi 

seperti merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-

majalah, artikel-artikel yang keseluruhannya itu yang ada 

relefansinya dengan judul skripsi yang penulis sedang teliti. 

                                                             
16 Juliansyah Noor, Metedeologi Penelitian, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 

2012), 34. 
17 Abdurrahmat Fathoni, Metodeologi  Penelitian dan Teknik Penyusunan 

Skripsi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 51. 
18 Kartini, Pengantar Metodelogi Research (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 27. 
19 Mohammad Bapundu Tika, Metode Penelitian Riset Bisnis (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 57. 



 

 
14 

4. Informan (Responden) 

Informan (responden) penelitian adalah seseorang yang 

memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.
20

 

Informasi dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara 

langsung dengan informan yang secara keseluruhan berjumlah 

tujuh belas orang. Dengan rincian sebagai berikut: 

a. Seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton 

Bandar Lampung yang terdiri dari sembilan orang. 

b. Nasabah yang saat ini masih dalam perjanjian/akad 

mudharabah berjumlah delapan orang, terhitung dari bulan 

Agustus 2022. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis akan lakukan 

ialah menggunakan beberapa metode di bawah ini yaitu berupa: 

a. Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematik tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.
21

 

Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan 

data peneliti dengan pengamatan. Observasi yang dilakukan 

pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran 

data-data yang sesungguhnya dari interview terhadap 

management Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kedaton 

Bandar Lampung dan nasabah bank tersebut. 

b. Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara 

kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan 

direkam.
22

  

Dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik 

wawancara tidak terstruktur (unstructured interview). Wawancara 

                                                             
20 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan 

Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2020), 185. 
21 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian, Cetakan Ke-9 (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2008), 70. 
22 Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: Raja Wali, 

1992), 133. 
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tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Dengan bentuk pertanyaan terbuka sebagai salah satu 

teknik pengumpulan data. Ini didasarkan pada metode penelitian 

yang dipakai oleh peneliti sangat tergantung pada pemahaman 

peneliti dan data informasi yang diperoleh dari observasi dan 

wawancara. Wawancara dalam penelitian ini, dilakukan terhadap 

management Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang 

Kedaton KCP Bandar Lampung dan nasabah bank tersebut, yang 

berdasarkan data, merupakan nasabah yang pernah bertransaksi 

mudharabah.  

c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transrkip, buku, surat kabar, 

agenda, dan sebagainya.
23

 Adapun dokumentasi yang 

digunakan dalam skripsi ini berupa arsip-arsip maupun 

keterangan yang berkaitan dengan bukti adanya transaksi 

mudharabah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) 

KCP Kedaton Bandar Lampung. 

6. Pengolahan Data 

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul, 

maka peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan 

tahapan sebagai berikut:  

a.Editing, adalah memeriksa kelengkapan data yang telah 

dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relavan 

sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan 

kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi 

pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, jelas, 

tidak berlebihan dan relavan.
24 

b. Analizing, merupakan tahapan analisis dan perumusan 

terkait perbankan syariah sebagai shahibul mal dalam 

                                                             
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: PT Rineka Cipta , 1997), 231. 
24 Tatang  M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Bandung: Sinar Baru, 

1991), 132. 
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transaksi mudharabah ditinjau dari perspektif hukum 

ekonomi yang terjadi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP 

Kedaton Bandar Lampung. 

7. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisi suatu yang telah terkumpul, dalam 

hal ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif. Metode 

deduktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus 

dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat 

umum”.
25

 Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif 

digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari 

berbagai buku-buku, Alquran, Hadis dan sumber lainnya yang 

kemudian ditarik kesimpulan yang khusus. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati dari lokasi penelitian.
26

 Apabila analisis data sudah 

terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis 

dengan menggunakan metode deduktif. Cara data yang bersifat 

umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
27

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman, maka dalam pembahasan ini dibuat sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I: Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II:  Dalam bab ini berisi tentang dua teori, yaitu teori 

tentang perbankan syariah dan mudharabah.  

                                                             
25 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2010), 51. 
26 Ibid., 11. 
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, 28. 



 

 
17 

Dalam teori perbankan syariah, membahas beberapa 

bahasan, yaitu: pengertian, tujuan, perbedaan bank syariah dan non 

syariah, prinsip-prinsip, dasar dalam produk perbankan syariah, 

pengembangan produk-produk bank syariah, perkembangan 

perbankan syariah serta keistimewaan perbankan syariah. 

Dalam teori mudharabah, membahas beberapa bahasan, 

yaitu: pengertian, landasan hukum Islam, rukun dan syarat, prinsip 

mudharabah, jenis-jenis mudharabah, teknis aplikasi pada 

perbankan, manfaat mudharabah serta resiko mudharabah. 

BAB III: Dalam bab ini mendeskripsikan tentang sejarah 

berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, produk-produk serta 

praktik pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia 

(BSI) Jln. Teuku Umar Kedaton Bandar Lampung. 

BAB IV: Dalam bab ini penulis berusaha memberikan 

analisis penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia 

(BSI) Jln. KCP Kedaton Bandar Lampung serta analisis pandangan 

Hukum Ekonomi Syariah tentang perbankan sebagai shahibul mal 

dalam penerapan mudharabah studi kasus pada Bank Syariah 

Indonesia (BSI). 

BAB V: Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Perbankan Syariah  

1. Pengertian Perbankan Syariah 

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan 

prakteknya sesuai dengan prinsip syariah. Di mana yang 

dimaksud dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:
28

 

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 

Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan 

atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan 

berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip 

jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), 

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni 

tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak 

lain (ijarah wa itiqna). 

Kemudian diperjelas lagi dengan adanya Undang-

Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah. Di mana yang dimaksud dengan Perbankan 

Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Sedangakan pengertian dari masing-masing 

lembaga seperti Bank Syariah, Bank Umum Syariah, BPRS dan 

UUS adalah sebagai berikut:
29

  

                                                             
28 Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

Syariah. 
29 Ibid. 
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a.Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. 

b. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

c.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang 

di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

d. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah 

unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang 

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 

atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit 

syariah. 

Perbankan syariah merupakan bank yang menerapkan 

nilai-nilai syariah salah satu di antaranya pelarangan unsur riba, 

seperti dijelaskan beberapa ayat Al-Qur‟an sebagai berikut:  

a.Surat Ali Imran ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut: 

                       

            

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 

kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. 
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b. Surat Al-Nisa‟ ayat 161 yang berbunyi sebagai berikut: 

                           

                  

 “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal 

sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan 

karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan 

yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang 

kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. 

c.Surat Al-Rum ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut: 

                            

                  

       

 “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 

menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan 

berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah 

orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. 

d. Surat Al Baqarah ayat 276 yang berbunyi sebagai berikut: 

                             

 “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan 

Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam 

kekafiran, dan selalu berbuat dosa”. 
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Adapun pelarangan riba juga telah disebutkan dalam 

beberapa Hadis, di antaranya:  

a.Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah 

menyatakan bahwa Nabi saw bersabda: Tinggalkanlah tujuh 

hal yang membinasakan. Orang-orang bertanya: Apa itu 

wahai Rasul? Beliau menjawab: Syirik kepada Allah swt, 

sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah swt, 

kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak 

yatim, melarikan diri pada saat datangnya serangan musuh 

dan menuduh wanita mukmin yang suci tetapi lalai.  

b. Riwayat al-Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Daud serta 

Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw 

bersabda: Allah swt melaknat pemakan riba, yang memberi 

makannya, saksi- saksinya dan penulisnya. 

2. Tujuan Bank Syariah 

Secara umum tujuan berdirinya bank syariah adalah 

dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi 

masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan 

oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah di 

antaranya:
30

  

a.Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat 

menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha 

ekonomi kerakyatan.    

b. Memberdayakan ekonomi masyarkat dan beroperasi secara 

transaparan, artinya pengelolaan bank syariah harus 

didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini 

terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan. 

c.Memberikan return yang lebih baik, artinya investasi bank 

syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return 

yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya 

return. Apabila keuntungan lebih besar, investor akan ikut 

menikmatinya dalam jumlah lebih besar. 

                                                             
30 Muhammad, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UII 

Press, 2006), 15. 
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d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya 

bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi 

produktif. 

e.Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu 

transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank 

konvensional adalah pengumpulan dana zakat, infaq dan 

edekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri di antaranya untuk 

memeratakan pendapatan masyarakat. 

f. Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana. 

g. Uswah hasanah sebagai implementasi moral dalam 

penyelenggaraan usaha bank. 

3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Non Syariah  

Perbankan di Indonesia menganut dual system banking 

(bank syariah dan bank non syariah), tapi keduanya memiliki 

perbedaan-perbedaan. Di mana perbedaan tersebut menjadikan 

kedua bank tersebut sangat bertolak belakang secara dasar. 

Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:
31

 

Tabel 2.1. 

Perbedaan antara Perbankan Syariah dengan Konvensional 

Perbankan Syariah Perbankan Konvensional 

1. Berdasarkan prinsip bagi hasil, 

jual beli dan sewa 

1. Memakai perangkat bunga 

dalam kegiatan 

operasionalnya 

2. Melakukan kegiatan investasi 

pada sektor yang halal saja 

2. Melakukan kegiatan 

investasi ke sektor yang 

halal dan haram 

3. Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk kemitraan 

3. Hubungan dengan 

nasabah dalam bentuk 

kreditur dan debitur 

                                                             
31 Muhammad Syafií Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, 

(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), 61. 
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4. Profit dan falah oriented 4. Profit oriented 

5. Terdapat Dewan Pengawas 

Syariah yang mengawasi kegiatan 

operasional perbankan 

5. Tidak terdapat dewan 

sejenis 

 

4. Prinsip-prinsip Dasar dalam Produk Perbankan Syariah 

Secara garis besar, transaksi ekonomi yang didasarkan 

pada syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad 

yang berlaku dalam keseharian pada dasarnya terdiri atas lima 

prinsip dasar. Adapun kelima prinsip yang akan ditemukan 

dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah:
32

  

a.Prinsip Simpanan Murni (Al-Wadi’ah) 

Prinsip simpanan murni meruapakan fasilitas yang 

diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan 

pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana 

dalam bentuk al-Wadi’ah. Fasilitas ini diberikan untuk 

tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti 

halnya giro dan tabungan. Istilah al-Wadi’ah dalam dunia 

perbankan konvensional lebih di kenal dengan giro.  

b. Bagi Hasil (Syirkah) 

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata 

cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola 

dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank 

dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan 

nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan 

prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Prinsip 

mudharabah ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk 

pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, 

sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan dan 

penyertaan. 

 

                                                             
32 Muhammad, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi, 

(Yogyakarta: UII Press, 2006), 27. 



 

 
25 

c.Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah) 

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang 

menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli 

terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat 

nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian 

barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut 

kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah 

keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa: 

murabahah, salam, dan istishna.  

d. Prinsip Sewa (Al-Ijarah) 

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. 

Pertama, ijarah (sewa murni) seperti halnya penyewaan 

traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Secara 

tekhnik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan 

oleh nasabah, kemudian barang tersebut disewakan dalam 

waktu yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, bai’ al-

ta’jiri atau ijarah muntahiyah bitamlik (IMBT), yang 

merupakan penggabungan sewa dan beli di mana penyewa 

mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa 

sewa.    

e.Prinsip Jasa/Fee (Al-Ajr Walumullah) 

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan 

yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan 

prinsip ini antara lain: bank garansi, kliring, inkaso, jasa, 

transfer dan lain-lain. 

5. Pengembangan Produk-Produk Bank Syariah 

Pada dasarnya kegiatan usaha perbankan dapat dibagi 

menjadi tiga baian besar, yaitu:
33

  

a.Penghimpunan Dana (Funding) 

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk 

giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah 

                                                             
33 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: 

PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 97. 
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yang diterapkan adalah prinsip wadi’ah dan mudharabah. 

Wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad dhamanah 

yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan 

wadi’ah yad amanah yang mempunyai prinsip harta titipan 

tidak boleh dimanfaatkan oleh yang ditipkan. Pada wadi’ah 

yad dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab 

atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan 

harta titipan tersebut. Mudharabah di sini ialah bank sebagai 

mudhorib (pengelola) dan deposan sebagai shohibul mal 

(pemilik modal). Mudharabah dibagi atas dua yakni 

muthlaqah dan muqayyadah adalah deposan memberikan 

hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau 

menginvestasikan dananya. Sedangkan mudharabah 

muquyyadah adalah deposan memberi batasan pada bank 

untuk menginvestasikan dananya. Sebagai contoh batasan 

pada tempat, jenis usaha dan lainnya. 

b. Penyaluran Dana (Financing)  

Dalam menyalurkan dananya, secara garis besar 

produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori 

yang dibedakan berdasarkan kepada tujuan penggunaannya, 

yakni: 

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli 

Berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu 

penyerahan barangnya, dibedakan menjadi pembiayaan 

murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna. 

Murabahah di sini ialah bank sebagai penjual dan nasabah 

sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari 

pemasok disertai dengan margin yang disepakati. Dalam 

murabahah penyerahan barang dilakukan setelah akad dan 

pembayaran dapat dilakukan secara cicilan.  

Salam adalah transaksi jual beli dengan barang yang 

belum ada. Di sini pembayaran dilakukan secara tunai di muka 

dan penyerahan dilakukan setelahnya. Dalam hal ini bank 

bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.  
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Istishna merupakan transaksi yang mirip dengan salam, 

akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara cicilan. 

Landasan hukumnya adalah surat Al-Baqarah (2) 275 

yang berbunyi:    

                           

                            

       

 “…sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari 

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. 

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa 

Prinsip syari‟ah yang digunakan yakni ijarah dan ijarah 

muntahiya bitamlik. Pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. 

Sedangkan IMBT merupakan sewa yang diikuti pemindahan 

kepemilikan.  

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas 

prinsip bagi hasil adalah pembiayaan musyarakah dan 

pembiayaan mudharabah. Musyarakah di sini ialah baik bank 

dan nasabah sama memberikan kontribusi dengan keuntungan 

dan kerugian yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan.  

Mudharabah di mana salah satu pihak sebagai pemilik 

modal dan yang satunya lagi sebagai pengelola.    

4) Pembiayan dengan akad pelengkap 

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari 

keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksaan 
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pembiayaan. Yang termasuk dalam akad pelengkap ini adalah 

hiwalah (peralihan hutang), rahn (gadai), qardh (pinjaman 

uang), wakalah (perwakilan), dan kafalah (garansi bank).  

c.Jasa (Service) 

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries, 

bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa 

perbankan pada nasabah. Jasa tersebut antara lain yaitu sharf 

(jual beli valuta asing) dan ijarah (sewa) misalnya penyewaan 

kotak penyimpan (safe deposit box) dan jasa tata laksana 

administrasi dokumen (custodian). 

6. Perkembangan Perbankan Syariah 

Dengan adanya berbagai perkembangan perundangan 

dan kebijakan yang ada di Indonesia membawa perbankan 

syariah pada perkembangan yang cukup signifikan. Dilihat dari 

kebijakan dan perundangan yang ada telah memberi efek yang 

cukup baik bagi dunia perbankan syariah. Dimulai dari titik 

tolak landasan hukum bank syariah melalui Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Undang-undang 

tersebut prinsip syariah sudah dinyatakan walaupun masih 

samar yang dinyatakan sebagai bagi hasil. Kemudian prinsip ini 

benar-benar dinyatakan secara tegas dalam Undang-undang No. 

10 Tahun 1998, kemudian diperbaharui menjadi Undang-

undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 

2004. Undang-undang ini memberikan arahan bagi 

konvensional untuk membuka cabang syariah atau 

mengkonversikan diri menjadi bank syariah. 

Landasan hukum bank syariah di Indonesia semakin 

kuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 21 Tahun 

2008 Tentang Perbankan Syariah. Ada beberapa hal penting 

yang menjadi catatan dari Undang-undang tersebut: 

a.Adanya kewajiban mencantumkan kata “syariah” bagi bank 

syariah, kecuali bank-bank syariah yang telah beroperasi 

sebelum berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 
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(pasal 5 No. 4). Bagi bank umum konvensional yang 

memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan 

mencantumkan nama syariah setelah nama bank (pasal 5 no. 

5). 

b. Satu-satunya pemegang fatwa yang berkaitan dengan syariah 

adalah MUI. Karena fatwa MUI harus diterjemahkan 

menjadi produk perundang-undangan (dalam hal ini 

Peraturan Bank Indonesia/PBI), dalam rangka penyusunan 

PBI, BI membentuk komite perbankan syariah yang 

beranggotakan unsur-unsur dari BI, Depatemen Agama, dan 

unsur-unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang 

dan memiliki keahlian di bidang syariah (pasal 26). 

c.Adanya definisi baru mengenai transaksi murabahah. Dalam 

definisi lama dijelaskan bahwa murabahah adalah jual beli 

barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin 

keuntungan. Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 

disebutkan bahwa akan murabahah merupakan akad 

pembiayaan suatu barang dengan penegasan harga beli 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 

lebih dengan keuntungan yang disepakati. Diubahnya kata 

“jual beli” dengan kata “pembiayaan” menjadi solusi bagi 

perbankan syariah. Karena dengan adanya perubahan 

tersebut berarti transaksi murabahah menjadi transaksi yang 

bebas pajak.    

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut membuat 

perbankan syariah semakin menuju pada lembaga yang menuju 

pada kesyari‟ahan. Di mana untuk menjaga hal tersebut maka 

dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas 

untuk mengawasi operasional bank.
34

 

Keberadaan DPS tersebut dalam kepengurusan bank 

syariah adalah atas persetujuan Bank Indonesia dan Dewan 

Syariah Nasional (DSN) atas usul yang diajukan oleh pemilik 

                                                             
34 Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah…, 48. 
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bank syariah yang bersangkutan. Demikian menurut Pasal 31 

PBI No. 6/24/PBI/2004. 

Selain adanya pereturan-peraturan serta fungsi DPS 

dalam membantu penjalanan Bank Syariah, BI selaku regulator 

pun berperan dalam operasional Bank Syariah di Indonesia. 

Aturan-aturan operasional yang dikeluarkan BI sebagai 

landasan operasional perbankan syariah dikenal dengan istilah 

PBI (Peraturan Bank Indonesia).
35

 

Selain peraturan dari BI tersebut, juga ada peraturan 

lain yang mendukung operasional bank syariah, yaitu 

Keputusan Presiden dan ketentuan lain dalam bentuk fatwa 

yang dikeluarkan oleh MUI dan DSN. 

Semua pendukung diatas memungkinkan untuk dunia 

perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan. 

Walaupun belum sampai pada tahap yang benar-benar ideal, 

tapi setidaknya perkembangan perbankan syariah di Indonesia 

telah mengarah pada arah yang baik. Sejak diawali oleh 

berdirinya bank Muamalat pada tahun 1992 yang berawal dari 

lokakarya MUI, setelah itu perbankan syariah berkembang 

sangat pesat, dari satu Bank Umum Syariah (BUS) dan 76 Bank 

Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1998 menjadi 

tiga Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah 

(UUS), dan 105 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada 

Desember 2006. Sedangkan sampai Mei 2010 setidaknya 

terdapat 10 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Syariah 

(UUS) dan 144 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).  

7. Keistimewaan Perbankan Syariah  

Perbankan Syariah sebagai alternatif perekonomian 

Indonesia dan bagi bank-bank konvensional yang dianggap 

kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya memiliki 

keistemewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan 

jika dibandingkan dengan Bank Konvensional.    

                                                             
35 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama 

dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), 57. 
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Keistimewaan-keistimewaan perbankan syariah tersebut 

adalah:
36

 

a.Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara 

pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. 

b. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga 

akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat 

itu adalah: 

1) Cost push inflation, yaitu akibat sistem bunga pada bank 

konvensional dapat dihilangkan, sehingga bank syariah 

diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan 

moneter yang handal. 

2) Memungkinkan persaingan antar perbankan syariah 

ditentukan oleh fungsi edukatif bank di dalam membina 

nasabah dengan kejujuran, keuletan dan profesionalisme.    

3) Di dalam perbankan syariah, tersedia fasilitas kredit 

kebaikan (al-Qardhul Hasan) yang diberikan secara 

cuma-cuma. 

4) Keistimewan yang paling menonjol dari perbankan 

syariah adalah yang melekat pada konsep (build in 

concept) dengan berorientasi pada kebersamaan dalam 

hal:
37

 

a) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat 

simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi 

profit dan loss sharing sebagai pengganti bunga, baik 

yang diterapkan kepada nasabah al-mudharabah dan 

al-musyarakah, maupun yang diterapkan kepada 

banknya sendiri. 

b) Memerangi kemiskinan dengan membina golongan 

ekonomi lemah dan tertindas (dhuafa dan 

mustadh’afin) melalui bantuan hibah yang diarahkan 

oleh bank secara produktif. 

                                                             
36 Ibid, 24. 
37 Ibid, 27. 
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c) Mengembangkan produksi, menggalakan perdagangan 

dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit 

pemilikan barang/peralatan modal dengan 

pembayaran tangguh (al- murabahah) dan 

pembayaran cicilan (al-ba’i bi tsaman ajil) yang 

disalurkan kepada pengusaha produsen, perantara dan 

konsumen. 

d) Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan 

kerugian (profitand loss sharing) baik yang 

diberlakukan kepada banknya sendiri selaku mudharib 

atau pemegang amanah maupun kepada peminjam 

dalam operasi mudharabah dan musyarakah. 

e) Penerapan sistem bagi hasil berarti tidak membebani 

biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin 

adanya keterbukaan. 

f) Sebagai alternatif kehidupan ekonomi yang 

berkeadilan. 

 

B. Mudharabah 

1. Pengertian Mudharabah 

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau 

lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) 

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) 

dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata 

lain ulama fikih mendefinisikan bahwa mudharabah atau 

qiradh yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada 

pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan 

dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini 

menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal shahibul 

maal dan keahlian dari mudharib.
38

  

                                                             
38 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003), 169. 
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Mudharabah bersal dari kata dharb, berarti memukul 

atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih 

tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam 

menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah akad 

kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama 

(shahibul maal) menyediakan suluruh (100%) modal, 

sedangkan pihak lainya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat si 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena 

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
39

  

2. Landasan Hukum Islam Tentang Mudharabah  

Landasan akad mudharabah yang telah diatur dalam 

hukum Islam ialah di antaranya di bawah ini yang meliputi 

sebagai berikut:  

a. Surat al-Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi sebagai 

berikut: 

                     

                         

                         

                  

                       

                            

                                                             
39 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 

Keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),  204. 
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 “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu 

berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau 

seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) 

segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah 

menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui 

bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas 

waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, 

karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an. 

Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang 

yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi 

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain 

lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah 

(bagimu) dari al-Qur’an dan dirikanlah sembahyang, 

tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah 

pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu 

perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya 

di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang 

paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada 

Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. 

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia 

diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki 

sebagai karunia Allah swt dengan senantiasa selalu mengingat 

namanya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang 

didasarkan pada keikhlasan mengharapkan ridha Allah swt dalam 

tolong-menolong (ta’awun) kepada sesama. 

b. Hadis 

Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu „Abbas ra yang 

berbunyi sebagai berikut: 

انَ سَيِّدُناَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّوُ عَنْوُ قَالَ كَ 
الَ مُضَارَبةًَ اشْتَ رَطَ عَلَى صَاحِبِوِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بوِِ 

َ
طلَِّبِ إِذَا دَفَعَ الم

ُ
الم
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بََْرًا وَلَا يَ نْزلَِ بِوِ وَادِياً وَلَا يَشْتََِيَ بوِِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَ عَلَ 
لَغَ شَرْطوُُ رَسُوْلَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فَأَجَازهَُ  )رَوَاهُ ذَلِكَ ضَمَنَ فَ ب َ 

رَانِ(.  40الطَّب ْ
“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra, berkata ia: bahwa Sayyidina 

‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya 

sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya 

agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta 

tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia 

(mudharib) harus menanggung risikonya. Maka sampai 

persyaratan itu kepada Rasululah saw, dan beliau 

memperbolehkannya” (HR. Thabrani).
41

 

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 

Mudharabah. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional 

Majlis Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan 

mudharabah sebagai berikut:
42

  

Pertama: Ketentuan Pembiayaan 

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan 

oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 

2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik 

dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), 

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib 

atau pengelola usaha. 

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan 

pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). 

                                                             
40 Muhammad bin „Ali al-Syaukani, Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar 

(Lebanon: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 2004), 300. 
41 Al-Hafidz Abdul Adzhim bin Abdul Qawi Zakiyyuddin al-Mundzir, 

Mukhtasar Mu’jam al-Shaghir, diterjemahkan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2003), 302. 
42 Fatwa Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh). 
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4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 

disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak 

ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi 

mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan. 

5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam 

bentuk tunai dan bukan piutang. 

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian 

akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi 

perjanjian. 

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 

jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib 

atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila 

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal 

yang telah disepakati bersama dalam akad. 

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan 

memperhatikan fatwa DSN. 

9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. 

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan, 

kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, 

mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah 

dikeluarkan.  

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan 

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus 

cakap hukum. 

2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak 

untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan 

kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
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a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 

menunjukkan tujuan kontrak (akad). 

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, 

atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 

3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh 

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan 

syarat sebagai berikut: 

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 

modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut 

harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat 

berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, 

baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 

kesepakatan dalam akad. 

4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai 

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus 

dipenuhi: 

a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh 

disyaratkan hanya untuk satu pihak. 

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 

diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati 

dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari 

keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus 

berdasarkan kesepakatan. 

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 

mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 

kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan 

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai 

perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh 

penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:  
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a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa 

campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak 

untuk melakukan pengawasan. 

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 

pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 

tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. 

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari‟ah Islam 

dalam tindakannya yang berhubungan dengan 

mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang 

berlaku dalam aktifitas itu.  

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan 

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 

2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah 

kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. 

3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, 

karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-

amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, 

atau pelanggaran kesepakatan. 

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 

jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah 

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

3. Rukun dan Syarat Mudharabah 

a. Rukun Pembiayaan Mudharabah 

Unsur-unsur rukun yang harus dipenuhi dalam 

perjanjian mudharabah yaitu:
43

 

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku 

akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual 

beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah 

keuntungan. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 

                                                             
43 Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: 

Kalimedia, 2015), 187. 
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dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik 

modal (shahibul mal), sedangkan pihak kedua bertindak 

sebagai pelaksanaan usaha (mudharib atau amil). Tanpa 

kedua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada. 

2) Objek mudharabah (modal dan kerja). Objek dalam 

mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan 

yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik moal 

menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, 

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya 

sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa 

berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. 

Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk 

keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, 

dan lain-lain. Tanpa objek ini akad mudharabah pun 

tidak akan ada. 

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan kabul). 

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi 

dari prinsip ‘an taraddin minkum (sama-sama rela). Di 

sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk 

mengikatkan diri dalam mudharabah. Pemilik dana 

setuju dengan perannya untuk menkontribusikan 

dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan 

perannya untuk mengkontribusikan kerjanya. 

4) Nisbah (keuntungan). Nisbah adalah rukun yang khas 

dalam mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. 

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima 

oleh kedua belah pihak yang melakukan mudharabah. 

Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, 

sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas 

penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah 

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak 

mengenai cara pembagian keuntungan. 

4. Prinsip Mudharabah 

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda 

dengan prinsip bunga tetap di mana Lembaga Keuangan 
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Syariah akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu 

jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan 

nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 

5. Jenis-Jenis Mudharabah  

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis 

yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, 

dengan pengertian sebagai berikut di bawah ini:
44

 

a.Mudharabah Mutlaqah  

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara 

pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) yang 

cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis 

usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih 

ulama seringkali dicontohkan dengan ungkapan “if’al ma 

syi’ta” (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib 

yang memberi kekuasaan sangat besar. 

b. Mudaharabah Muqayyadah  

Mudarabah Muqayyadah adalah kebalikan dari 

mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan 

jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini 

seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul 

maal dalam memasuki jenis dunia usaha. Adapun dari sisi 

pembiayaan, mudharabah biasanya diterapkan untuk bidang-

bidang berikut:
45

 

1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan 

dan jasa. 

2) Investasi khusus disebut juga mudaharabah muqayyadah, 

yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang 

khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh 

shahibul maal. Mudharabah dan kaitannya dengan dunia 

                                                             
44 Veithzal Rivai, Islamic Financial Manajement, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2008), 126. 
45 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 

2017), 79. 
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perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk 

pembiayaan dan pendanaan. 

6. Teknis Aplikasi Pada Perbankan  

Aplikasi mudharabah dalam dunia perbankan, bank 

selaku pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan uangnya 

kepada nasabah (mudharib) untuk dikelola dalam suatu usaha. 

Pendapatan atau keuntungan dari usaha tersebut dibagikan 

sesuai dengan porsi yang telah disetujui diawal akad.
46

 Prinsip 

bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan 

landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syariah 

Islam atau lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. 

Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah mudharabah. 

Berdasarkan prinsip ini, lembaga keuangan syariah Islam akan 

berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan 

pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung lembaga 

keuangan syariah akan bertindak sebagai pengelola (mudharib) 

sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul mal 

penyandang dana. Antara keduanya diadakan akad mudharabah 

yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing 

pihak.
47

  

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, lembaga 

keuangan syariah Islam akan bertindak sebagai shahibul mal 

(penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan, deposito, 

giro maupun dana lembaga keuangan syariah sendiri berupa 

modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam 

akan berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan 

usaha dengan cara memutar dan mengelola dana lembaga 

keuangan syariah. Dalam pelaksanaanya skema mudharabah 

ada dua jenis yaitu skema mudharabah direct financing 

                                                             
46 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, 

(Jakarta: Tazkia Institute, Cet. Ke-1,1999), 97. 
47 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), 150. 



 

 
42 

(investasi langsung) dan indirect financing (investasi tidak 

langsung).
48

 

a.Direct financing (investasi langsung). Yaitu skema yang 

berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni 

shahibul maal berhubungan langsung dengan mudharib. 

Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam 

kita-kitab klasik fikih Islam. Dan inilah sesungguhnya 

praktik mudharabah yang dilakukan oleh Nabi saw dan para 

sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam direct 

financing peran lembaga keuangan tidak ada. Berikut ini 

adalah skema dari akad mudharabah:  

Gambar 2. 1.  

Skema Direct Financing 

 

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, 

yaitu biasanya hubungan antara shahibul maal dengan 

mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta 

dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahibul maal 

                                                             
48 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 

2005), 110. 
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hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal 

dengan baik, profesionalitas maupun karakternya.
49

  

b. Indirect Financing (investasi tidak langsung). Yaitu 

mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahan satu 

pihak ini diperankan oleh Lembaga Keuangan Syariah 

sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul 

maal dengan mudharib.  

 

Gambar 2. 2. 

Skema Indirect Financing 

 

Dalam skema indirect financing di atas, bank menerima 

dana dari shahibul maal sebagai sumber dananya. Dana-dana 

ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan. Selanjutnya dana-

dana yang sudah terkumpul, disalurkan kembali oleh bank ke 

dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan (earning 

assets).
50

 

7. Manfaat Mudharabah 

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 

1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 

                                                             
49 Imam Mustofa, Fiqih Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2016), 78. 
50 Ibid, 111. 
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2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai 

pendapatan usaha yang dikelola nasabah. 

3) Lembaga Keungan Syariah akan menikmati peningkatan bagi 

hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. 

4) Lembaga Keungan Syariah tidak berkewajiban membayar 

bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi 

disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS hingga 

LKS tidak akan pernah mengalami negative spread. 

5) Lembaga Keungan Syariah akan lebih selektif dan hati-hati 

(prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan 

menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan 

benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. 

b. Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui 

sistem kemitraan dengan Lembaga Keuangan Syariah.
51

 

8. Resiko Mudharabah 

Risiko dalam transaksi mudharabah. Terutama dalam 

penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu: 

a.Side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan 

seperti yang disebutkan dalam kontrak. 

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 

c.Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak 

jujur. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 S. Munawir, Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat. Cetakan Kelima 

Belas, (Yogyakarta: Liberty 2010), 22. 
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